
Dana Tanggap Darurat Bisa Digunakan

Pencegahan Penyebaran Corona (Covid-19) membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Dukungan Anggaran pada APBD Sumbar menjadi salah satu sumber dana yang bisa digunakan.
Bahkan dana tanggap darurat yang standby di APBD Sumbar senilai Rp 5 Milyar bisa digunakan
dengan didahului pengajuan dari gubernur. Selain itu, pergeseran anggaran juga bisa dilakukan
dengan menggeser sejumlah item anggaran meskipun sebelumnya sudah disahkan dalam
paripurna APBD 2020.

Hal ini disampaikan wakil ketua DPRD Sumbar Suirpen Suib kemarin (2/4) pada Padang
Ekspres. Dia menyampaikan dalam Rakor DPRD Sumbar dengan Gubernur Sumbar beberapa
waktu lalu, Disebutkan butuh anggaran besar dalam pencegahan penyebaran Corona ini.
Katanya, setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 200 Milyar, untuk APD, sarana dan prasarana
lainnya.

Untuk itu DPRD Sumbar membuka diri jika dilakukan pembahsan pergeseran anggaran. Selain
itu, dia menyebutkan ada dana tanggap darurat Rp 5 Milyar dalam APBD Sumbar 2020 yang
bisa digunakan. Katanya, pengajuan penggunaan anggaran tanggap darurat itu bisa digunakan
jika diajukan gubernur.

“Corona ini juga bencana, meski bukan bencana alam, namun dampaknya bisa lebih fatal
dibandingkan bencana alam. DPRD akan setuju jika dana ini dugunakan,” katanya.

Disisi lain, pergeseran anggaran yang dinilai kurang penting bisa dilakukan. Salah satunya
perjalanan dinas yang saat ini memang tidak ada yang menggunakannya. “Saya rasa dinas
maupun dewan setuju untuk pergeseran ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPR Sumbar, Supardi, meminta Gubernur Irwan prayitno memasukkan
perubahan anggaran darurat penanggulangan Corona untuk dibahas dan ditetapkan PDRD. Jika
tidak juga dimasukkan, Supardi khawatir virus ini akan semakin mewabah di Sumbar.

“Tidak ada kata-kata lain, segera masukkan anggaran darurat penanggulangan Corona, agar
segera ditetapkan. Jangan menganggap ringan permasalahan ini;” tegas Supardi.

Ditambahkannya, bukan cuma penganggaran saja yang penting, pengawasan pada orang keluar
dan masuk Sumbar juga harus diperketat, untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini.
“Penyebarannya sangat cepat, namunbisa ditangkal jika kita waspada dan mau mengikuti
protokol kesehatan. Begitu juga Pemprov Sumbar, harus tegas dalam mengantisipasi semua ini,
termasuk dalam mengawasi keluar masuknya orang. Ini bukan lagi dalam situasi normal, tapi
sudah masuk situasi luar biasa,” tambahnya.

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau
tambahan informasi dari aspek hukum



Supardi juga meminta agar masyarakat jangan keluar rumah, kecuali untuk urusan yang sangat
penting. “kita amat paham bagaimana rumitnya masyarakat menghadapi semua ini, namun
pilihan pahit harus dilakukan,’ ungkapnya lagi (eko).
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Catatan Berita :

 Dana Tanggap Darurat diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

 Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
 Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

terkoordinasi, dan menyeluruh;
 Menghargai budaya lokal;
 Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 Untuk mengatur mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana, pemerintah secara
khusus menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

 Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pendanaan dan pengelolaan bantuan
bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna,
berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Dalam hal ini, salah satu tanggung jawab pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengalokasian dana
penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara memadai.

 Penyediaan dana atau anggaran untuk keadaan darurat pada Pemerintah Daerah disebutkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang kemudian lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 13 Tahun 2006 (terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa belanja kebutuhan tanggap darurat bencana
dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga dan diatur dalam APBD.


